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ARTICLE

INFO ABSTRACT

Keywords This study aims to determine the effect of tax knowledge, the level of

Tax  Knowledge,  Taxpayer awareness of taxpayers, service quality, and the application of tax

Awareness  Level,  Service sanctions on the compliance of two-wheeled motorized vehicle

Quality, Implementation of Tax taxpayers at the East Jakarta SAMSAT Office. This study uses

Sanctions, Two-Wheeled guantitative methods and through distributing questionnaires to 100

Motorized Vehicle Taxpayer respondents who are registered as two-wheeled motorized vehicle

Compliance taxpayers at SAMSAT East Jakarta. The sample used is Sample
Random Sampling. The data analysis technique uses multiple
regression analysis. The results of this study indicate that tax
knowledge has no positive and significant effect on taxpayer
compliance by 28.1%. The level of taxpayer awareness has a
positive and significant effect on taxpayer compliance by 37.7%.
Service quality has a positive and significant effect on taxpayer
compliance by 32.4% and the application of tax sanctions has no
positive and significant effect on taxpayer compliance by 17.1%. Tax
Knowledge, Taxpayer Awareness Level, Service Quality and
Application of Tax Sanctions have a positive and significant effect
on Taxpayer Compliance for Two Wheeled Motorized Vehicles by
44.6% while the remaining 66.4% is influenced by other factors not
examined in this study

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan
bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, yang salah satunya
adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak
provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan
di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan melibatkan tiga
instansi pemerintah, yaitu: BAPENDA, Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT. (Persero)
Asuransi Jasa Raharja (BAPENDA jabar, 2024). Dalam mendukung pendapatan Asli Daerah,
pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan kinerja instansi penerimaan pajak daerah agar
Pendapatan Asli Daerah setiap tahun meningkat seiring berjalannya kemajuan dan perkembangan
ekonomi serta teknologi. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar sebanyak
2.207.335 pada tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 2.265.828, pada tahun 2022 sebanyak
2.338.435 dan pada tahun 2023 sebanyak 2.424.556. Namun pada empat tahun terakhir dari tahun
2020-2023 jumlah persentase kepatuhan wajib pajak yang aktif dalam membayar pajak kendaraan
bermotor roda dua masih rendah. Dimana pada tahun 2020 sebesar 34%, pada tahun 2021 dan 2022
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sebesar 33%, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 31%. Sedangkan pada jumlah
persentase kepatuhan wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang kendaraan bermotor roda
dua terjadi peningkatan selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2023.

Berdasarkan dari hasil realisasi penerimaan pajak yang meningkat, jumlah wajib pajak yang
terdaftar meningkat dan jumlah kendaraan roda dua juga meningkat di setiap tahunnya, seharusnya
diiringi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang patuh atau aktif. Namun yang terjadi adalah
peningkatan pada jumlah wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang. Dapat disimpulkan
bahwa terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak kendaraan
bermotornya terutama pada kendaraan roda dua sehingga menimbulkan tingkat ketidakpatuhan
wajib pajak yang tinggi. Meskipun data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah
mencapai rencana penerimaan pajak Wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan akan
memaksimalkan penerimaan PKB di Jakarta Timur agar target tercapai dan meminta agar wajib
pajak kendaraan bermotor yang belum daftar Ulang (BDU) dikirimi surat imbauan melalui camat
untuk diserahkan ke masing-masing kelurahan untuk diingatkan kembali agar segera melakukan
pembayaran pajaknya. Karena dengan adanya imbauan kepada masyarakat atau wajib pajak itu bisa
menambah pendapatan daerah (ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur, 2023).

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya
adalah pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan pajak yang kurang diketahui atau dipahami oleh
wajib pajak akan menimbulkan ketidakikhlasan atau bersedia dalam membayarkan pajaknya.
Selain pengetahuan pajak ada tingkat kesadaran wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak. Tingkat kesadaran juga harus dimiliki oleh wajib pajak agar wajib pajak bisa
merasakan manfaat pajak baik dari segi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan
negara. Selanjutnya kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak. Kualiatas pelayanan yang baik dan sesuai dengan standar pelayanan maka
akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak selanjutnya adalah penerapan sanksi perpajakan. Saksi perpajakan dapat diberlakukan kepada
wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan
pendapatan asli daerah. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang
dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan
undang-undang yang berlaku (Wa ode et all, 2018).

KAJIAN PUSTAKA

1. Administrasi : menurut Hendi Haryadi dalam bukunya yang berjudul Administrasi
Perkantoran untuk manajer & staff (2009:1). “’Administrasi terdiri dari 2 pengertian yaitu
dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara
sistematis dengan tujuan untuk memudahkan dalam memperolehnya kembali. Dengan kata lain
disebut juga sebagai kegiatan tata usaha. Sedangkan dalam arti luas adaah kegiatan kerjasama
yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan
guna untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif”’.

2. Administrasi Publik : yang dikemukakan oleh Mariati Rahman (2017:17), “Administrasi
negara/administrasi publik adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”’.
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10.

Administrasi Pajak : Menurut James M. Hasselback dalam (Winanto, Ahmad et. all,
2024:120) “Administrasi pajak adalah proses mengumpulkan, mengelola, dan menyusun
informasi pajak dengan cara efektif untuk memastikan kepatuhan dengan hukum perpajakan”.
Pajak : Menurut Purwono dalam (Lukman hakim,2018), Pajak merupakan kontribusi wajib
kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah :Menurut Lutfi dalam (Nooraini,2018:94), pajak daerah adalah pajak asli daerah
maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan
oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran
daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan menurut Davey dalam (Anggoro, 2017:45) Teori
development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak
kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara
mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Berdasarkan pendapat
tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selan itu, manfaat dari
pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat di daerah.

Pengetahuan Pajak : adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar
untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk mengatur strategi tertentu sehubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Carolina dalam (Wardani D.
K., & Rumiyatun, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak : Menurut Rahayu (2017:191), kesadaran wajib pajak adalah
"Kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran
pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh
kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi”.

Kualitas Pelayanan : Menurut Rahayu (2017:162) kualitas pelayanan adalah: "Segala bentuk
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah dan dilingkungan
BUMNY/D dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

Sanksi Perpajakan : Menurut Rahayu (2017:170) "Sanksi perpajakan ialah sebagai control
atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga
negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak™.
Kepatuhan Wajib Pajak : Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan wajib pajak adalah:
"Ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak
yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak
yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian kuantitatif. Teknik sampling

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuisioner. Dimana Kriteria
responden merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Jakarta
Timur. Selain kuoesioner peneliti juga menggunakan penelitian lapangan (field reaserch) dengan
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mendatangkan langsung instansi yang digunakan sebagai objek penelitian yang dibutuhkan peneliti
guna untuk mendapatkan data yang konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor Roda Dua (Y)

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden pada variabel pengetahuan pajak (X1)
mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,15 dan termasuk dalam kategori baik. Berikut beberapa
pernyataan yang memiliki nilai dibawah rata-rata 4,15, diantaranya:

1) Saya mengetahui bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku dan
bersifat memaksa dengan nilai 3,98.

2) Saya sebagai wajib pajak dapat menghitung pajak sesuai dengan self assement system
dengan nilai 3,96.

Berdasarkan uji parsial (Uji) t yang telah dilakukan antara Pengetahuan Pajak (X1)
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Y) menunjukkan bahwa
hasil nilai signifikansi sebesar 0,117 > 0,05 dengan nilai thitung sebesar 1,584 < ttabel 1,985
maka H1 ditolak. artinya variabel pengetahuan pajak tidak terdapat pengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di SAMSAT Jakarta
Timur. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tituk Diah Widajantie,
Dyah Ratnawati, Tamadoy Thamrin, Muhammad Hilmi Arifin. BAJ (Behavioral Accounting
Journal) Vol. 2, No. 1, Juni 2019. Berdasarkan nilai Rsquare yang di dapatkan pada variabel
pengetahuan pajak sebesar 0,281 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak
memiliki pengaruh sebesar 28,1% sedangkan sisanya 71,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti. Selain itu variabel pengetahuan pajak memiliki nilai korelasi sebesar 0,530 yang
berada pada rentang nilai korelasi 0,40-0,599 yang mengindikasikan bahwa variabel
pengetahuan pajak memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor roda dua.

2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Roda Dua (Y)

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden pada variabel tingkat kesadaran wajib
pajak (X2) mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,26 dan termasuk dalam kategori sangat sadar.
Berikut beberapa pernyataan yang memiliki nilai dibawah rata-rata 4,26 diantaranya:

1) Saya menyadari tentang fungsi pajak untuk Negara dengan nilai 4,23.
2) Saya menyadari bahwa kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap fungsi pajak
untuk Negara dengan nilai 4,23.

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji) t yang telah dilakukan antara Tingkat Kesadaran Wajib
Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Y)
menunjukkan bahwa hasil nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05 dan nilai thitung sebesar
2,936 > ttabel 1,985 yang artinya H2 diterima, maka variabel tingkat kesadaran wajib pajak
terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
roda dua. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Aswati,
Arifuddin Mas’ud, Tuti Nurdianti Nudi., Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. Ill, No.l
Februari 2018. Berdasarkan tabel nilai Rsquare yang di dapatkan pada variabel tingkat
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kesadaran wajib pajak sebesar 0,377 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan
pajak memiliki pengaruh sebesar 37,7% sedangkan sisanya 62,3% dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti. Selain itu variabel tingkat kesadaran wajib pajak memiliki nilai korelasi
sebesar 0,614 yang berada pada rentang nilai korelasi 0,60-0,799 yang mengindikasikan bahwa
variabel tingkat kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor roda dua.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor Roda Dua (Y)

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden pada variabel kualitas pelayanan (X3)
mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,05 dan termasuk dalam kategori baik. Berikut beberapa
pernyataan yang memiliki nilai dibawah rata-rata 4,05 diantaranya:

1) Petugas pajak memberikan perhatian khusus kepada wajib pajak yang kesulitan sehingga
meringankan masalah wajib pajak dengan nilai 4,03.

2) Petugas pajak memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat waktu sesuai dengan
kebutuhan wajib pajak dengan nilai 3,95.

3) Petugas pajak pada kantor SAMSAT selalu membantu wajib pajak saat membutuhkan
bantuan dengan nilai 3,97.

4) Petugas pajak pada kantor SAMSAT memberikan pelayanan yang sama kepada wajib
pajak lainnya dengan nilai 4,03.

5) Petugas pajak sangat cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan dengan nilai 4,02.

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji) t yang telah dilakukan antara Kualitas Pelayanan (X3)
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Y) menunjukkan bahwa
hasil nilai signifikansi sebesar 0,010 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 2,2621 > ttabel 1,985
yang artinya H3 diterima. Maka variabel kualitas pelayanan terdapat pengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfathir Rizkiani, International Journal of
Multidisciplinary Research and Literature JOMRAL, Vol.1, No.2, March 2022. Berdasarkan
nilai Rsquare yang di dapatkan pada variabel kualitas pelayanan sebesar 0,324 maka dapat
disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh sebesar 32,4% sedangkan
sisanya 67,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selain itu variabel kualitas
pelayanan memiliki nilai korelasi sebesar 0,569 yang berada pada rentang nilai korelasi 0,40—
0,599 yang mengindikasikan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki hubungan yang
cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

4. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Roda Dua (Y)

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden pada variabel penerapan sanksi
perpajakan (X4) mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,97 dan termasuk dalam kategori baik.
Berikut beberapa pernyataan yang memiliki nilai dibawah rata-rata 3,97 diantaranya:

1) Hukuman kurungan penjara dengan nilai 3,62.
2) Bagi wajib pajak yang tidak jujur dalam menyampaikan pajaknya, maka akan dikenakan
sanksi pidana dengan nilai 3,87.

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji) t yang telah dilakukan antara Penerapan Sanksi
Perpajakan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua ()
menunjukkan bahwa hasil nilai signifikansi sebesar 0,765 > 0,05 dan nilai thitung sebesar -300
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< ttabel 1,985 yang artinya H4 ditolak maka variabel penerapan sanksi perpajakan tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda
dua. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joicenda Nahumury, Wayan
Utama, Diah Hari Suryaningru. Journal of Accounting and Strategic Finance, Vol 1, No.2,
November 2018. Berdasarkan nilai Rsquare yang di dapatkan pada variabel penerapan sanksi
perpajakan sebesar 0,177 maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sanksi perpajakan
memiliki pengaruh sebesar 17,7% sedangkan sisanya 82,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti. Selain itu variabel penerapan sanksi perpajakan memiliki nilai korelasi sebesar
0,421 yang berada pada rentang nilai korelasi 0,40-0,599 yang mengindikasikan bahwa
variabel penerapan sanksi perpajakan memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

5. Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1), Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas
Pelayanan (X3) Dan Penerapan Sanksi Perpajakan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua ()

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden pada variabel pengaruh pengetahuan
pajak (X1), tingkat kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3) dan penerapan sanksi
perpajakan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua (Y)
mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,28 dan termasuk dalam kategori sangat patuh. Berikut
beberapa pernyataan yang memiliki nilai dibawah rata-rata 4,28 diantaranya: Saya selalu
menghitung pajak kendaraan bermotor roda dua sebelum membayar pajak sesuai dengan aturan
yang memiliki nilai sebesar 4,18. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji f) yang telah dilakukan
antara pengetahuan pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan penerapan
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua berpengaruh
secara positif dan signifikan. Dapat dibuktikan melalui hasil nilai signifikansi 0,001 < 0,05.
Nilai fhitung sebesar 19,119 > ftabel sebesar 2,47 yang artinya H5 diterima, hal ini
menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas
pelayanan dan penerapan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan nilai Rsquare yang di dapatkan pada variabel pengetahuan pajak, tingkat
kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan penerapan sanksi perpajakan secara simultan
sebesar 44,6%, sisanya sebesar 55,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selain itu
variabel pengetahuan pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan penerapan
sanksi perpajakan mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,668 yang artinya berada pada rentang
nilai korelasi 0,60-0,799 yang mengindikasikan bahwa variabel pengetahuan pajak, tingkat
kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan penerapan sanksi perpajakan memiliki hubungan
yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan pajak, tingkat
kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Roda Dua. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil nilai koefisien sebesar
28,1% yang menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang
berwenang kepada wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan kendaraan bermotor dapat
menimbulkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun.
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2. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil nilai koefisien
sebesar 37,7% yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak
dalam membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotornya dapat mengarahkan tingkat
kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

3. Kulitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Roda Dua. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil nilai koefisien sebesar
32,4% yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada kantor SAMSAT sesuai dengan
pelayanan prima sehingga dapat mengarahkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

4. Penerapan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien
yang didapatkan sebesar 17,7% yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perduli terhadap
sanksi yang akan diberikan jika tidak patuh dan taat dalam membayar pajak kendaraan
bermotornya dengan tepat waktu.

5. Pengetahuan Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sanksi
Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Roda Dua. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil nilai koefisien sebesar
44,6% sedangkan sisanya 66,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian
ini. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran,
merasakan kualitas pelayanan yang baik dan mengetahui apa saja sanksi yang akan diberikan
kepada wajib pajak jika tidak taat dan patuh sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak yang tinggi.
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